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ABSTRAK 

JudiNatau permainanN“judi” atauN“perjudian” menurutNKamus BesarNBahasa 

Indonesia adalahN“Permainan denganJmemakai uangJsebagai taruhan”1NDalam 

bahasaNInggris judiNataupun perjudianNdalam artiNsempit artinyaNgamble yang 

artinya“playJcards orJother gamesJfor money;Jto riskJmoney onJa futureJevent 

or possiblejhappening, danJyang terlibatJdalam permainanJdisebut aJgamester 

atau aJgambler yaitu,Jone whoJplays cardsJor otherjgames forjmoney. Pertaruhan 

denganJsengaja, yaituJmempertaruhkan satuJnilai atauJsesuatu yangJdianggap 

bernilaiJdengan menyadariNadanya resikoNdan harapan-harapanYtertentu pada 

peristiwa-peristiwa,Jpermainan pertandingan,Jperlombaan danJkejadian-kejadian 

yangJtidak/belum pastiJJhasilnya. PrinsipJbermain judiJsebagaimana ditetapkanJdi 

dalamjPasal 303jKUHPjdiartikanjsebagai tiap-tiapjpermainan, yangjkemungkinan 

akan menangjpada umumnyajbergantung kepadajuntung untunganjsaja, jugajkalau 

kemungkinanJakan menangJituJbertambah besarJkarena siJpemain lebihJpandai 

atau lebihJcakap.JPerjudian adalahJsalah satuJpenyakit masyarakatJpada akhirnya 

merambatJke kalanganJmahasiswa yangNnotabene adalahJorang yangJsedang 

meDalam perspektifNhukum, perjudianNmerupakan salahNsatu tindakNpidana 

(delict) yangJmeresahkan masyarakat.JSehubungan denganJitu, dalamJPasal 

1JUU No.J7 TahunJ1974 tentangNPenertiban PerjudianJdinyatakan bahwaJsemua 

tindak pidanaJperjudian sebagaiJkejahatan.JMengingat masalahJperjudian sudah 

menjadiJpenyakit akutJmasyarakat, makaJperlu upayaJyang sungguh-sungguhJdan 

sistematis,Jtidak hanyaJdari pemerintahJdan aparatJpenegak hukumJsaja, tetapi 

jugaJdari kesadaranJhukum danJpartisipasi masyarakatJuntuk bersama-samaJdan 

bahuJmembahu menanggulangiJdan memberantasJsemua bentukJperjudiannuntut 

ilmuNtetapi malahNmelakukan praktikNperjudian sepakbola.NPenyelenggaraan 

perjudianJmempunyai efekJnegatif danJmerugikan moralJmasyarakat. 
 

Kata Kunci: TindakJPidana, Perjudian, PenegakanJHukum 

 
ABSTRACT 

 Gambling or games "gambling" or "gambling" according to the Big Indonesian 

 Dictionary are "games using money as a bet." In English, gambling or gambling in 

 a narrow sense means gamble which means "playjcards orjother gamesjfor money; 

 tojrisk moneyjon ajfuture eventjor possiblejhappening, and those involved in the 

 game are called a gamester or a gambler that is, one who plays cards or other 

 
1 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 

419. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Di dalamNsuatu kehidupanNbermasyarakat pastiJkita akanJmenemui masalah 

masalahNsosial. KarenaMkita hidupNsebagai mahklukNsosial yangNsaling 

berdampinganNdan tidakNbisa hidupNsendiri, salahJsatu masalahNsosial yang 

timbulNdalam masyarakatJadalah perjudian.JSalah satuJperjudian yangJmulai 

marak diNIndonesia danJmasuk keJdalam masyarakatJluas adalahJPerjudian 

Sepakbola.JPerjudian sendiriJsaat iniJdi kalanganJmasyarakat menjadiJsuatu 

halNyang lumrahNdan menjamurJkarena diJsetiap kotaJkota besarJada suatu 

pejudianJbahkan diJdesaJsekalipun adaJsuatuJperjudian. 

Judijatau permainanj“judi” atauj“perjudian” menurutjKamus Besar Bahasa 

Indonesiajadalah “PermainanJdengan memakaiJuang sebagaiJtaruhan”2 Dalam 

bahasaJInggris judiJataupun perjudianJdalam artiJsempit artinyaJgamble yang 

artinyaJ“play cardsJor otherJgames forjmoney; tojrisk moneyjon ajfuture event 

orjpossible happening,jdan yangjterlibat dalamJpermainan disebutJa gamester 

atau aJgambler yaitu,Jone whoJplays cardsJor otherJgames forJmoney”3 

 

 

2 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 

419. 
3 Michael West, An International Reader‟s Dictionary, Longman Group Limited, London, 1970, 

hal. 155 

games for money. Betting deliberately, which is risking a value or something that 

is considered valuable by being aware of the risks and certain expectations on 

events, games, competitions and events that have no / uncertain outcome. The 

principle of playing gambling as stipulated in Article 303 of the Criminal Code is 

defined as any game, which is likely to win in general depending on luck alone, also 

if the possibility of winning increases because the player is smarter or more 

capable. Gambling is one of the ills of society that eventually spreads to students 

who incidentally are people who are currently taking drugs. From a legal 

perspective, gambling is one of the crimes (delict) that is troubling the public. In 

connection with that, in Article 1 of Law no. 7 of 1974 concerning Gambling 

Control, it is stated that all gambling crimes are crimes. Given that gambling 

problems have become an acute disease of society, serious and systematic efforts 

are needed, not only from the government and law enforcement officials, but also 

from legal awareness and community participation to work together and work 

together to overcome and eradicate all forms of gambling. knowledge but instead 

practice soccer gambling. The implementation of gambling has a negative effect 

and is detrimental to the morale of the community. 

Keyword: Criminal Act, Gamble, Law Enforcement 
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PadaNhakekatnya perjudianNmerupakan perbuatanNyang bertentangan 

denganJnorma agama,Jmoral, kesusilaanJmaupun hukum,jserta membahayakan 

bagiJpenghidupan danJkehidupan masyarakat,Jbangsa danJnegara. Meskipun 

demikian,Jberbagai macamJdan bentukJperjudian dewasaJini sudahJdemikian 

merebak dalamJkehidupan masyarakatJsehari-hari, baikJyang bersifatJterang- 

terangan maupunJsecara sembunyi-sembunyi.4JKegiatan perjudianJtidak hanya 

berhentijdalam persoalanjjudi, perjudianjjuga memicujkejahatan lainnyajseperti 

pengedaran narkoba,Nperdagangan senjataNgelap danJlain-lain. UangNyang 

dihasilkan dariNkegiatan perjudianNdapat diputarNkembali diNnegara yang 

merupakanJthe taxJhaven, sepertiJCayman IslandJyang jugaJmerupakan surga 

bagiJpara pelakuJmoney laundering.5 

KartiniJKartono mengartikanJjudi sebagaiJPertaruhan denganJsengaja, 

yaitu mempertaruhkanJsatu nilaiJatau sesuatuJyang dianggapJbernilai dengan 

menyadariNadanya resikoNdan harapan-harapanNtertentu padaNperistiwa-

peristiwa,Npermainan pertandingan,Nperlombaan danNkejadian-kejadianJyang 

tidak/belumJpasti hasilnya.6JSedangkan SudiknoJmenjelaskan perjudianJpada 

hakikatnya adalahN“perbuatan yangNbertentangan denganNnorma agama, 

moralitasJkesusilaan maupunJnorma hukum.JPerjudian iniJdalam hukumJpidana 

dimasukkan keJdalam bentukJkejahatan terhadapNkesopanan. HukumNtidak 

lepas dariJkehidupan manusia,Jmaka untukJmembicarakan hukumJkita tidak 

dapatJlepas membicarakannyaJdari kehidupanJmanusia”7 

PrinsipJbermain judiJsebagaimana ditetapkanJdi dalamJPasal 303JKUHP 

diartikan sebagaiJtiap-tiap permainan,Jyang kemungkinanJakan menangJpada 

umumnya bergantungJkepada untungJuntungan saja,Jjuga kalauJkemungkinan 

akan menangjitu bertambahjbesar karenasijpemain lebihjpandai ataujlebih cakap. 

MainJ judiN meliputiN juga segalaJ perjanjian pertaruhanN tentangJ keputusan 

 

 

 
 

4 Marcy Marlando, Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet, DIH, 

Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, Hal. 95 – 106, hal 96. 
5 Teddy Guntara, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru, JOM 

Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hal 2. 
6 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 56. 
7 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum suatu Penggantar, Yogyakarta: Liberty, hal. 160 
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perlombaanJatau permainanJlain yangJtidak diadakanJoleh merekaJyang turut 

berlombaJatau mainJitu, demikianJjuga segalaJpertaruhanJlainnya.8 

DalamJperspektif hukum,Jperjudian merupakanJsalah satuJtindak pidana 

(delict)Jyang meresahkanJmasyarakat. SehubunganJdengan itu,Jdalam PasalJ1 

UU No.J7 TahunJ1974 tentangJPenertiban PerjudianJdinyatakan bahwaJsemua 

tindak pidanaJperjudian sebagaiNkejahatan. MengingatNmasalah perjudian 

sudahNmenjadi penyakitJakut masyarakat,Jmaka perluJupaya yangJsungguh-

sungguhJdan sistematis,Jtidak hanyaJdari pemerintahJdan aparatNpenegak 

hukum saja,Jtetapi jugaJdari kesadaranJhukum danJpartisipasi masyarakat 

untukJbersama-sama danJbahu membahuJmenanggulangi danJmemberantas 

semua bentukJperjudian.9 

Perjudian adalahjsalah satu penyakit masyarakat pada akhirnya merambat 

ke kalanganjmahasiswa yangjnotabene adalahjorang yangjsedang menuntut ilmu 

tetapijmalah melakukanjpraktik perjudianjsepakbola. Penyelenggaraanjperjudian 

mempunyai efekjnegatif danjmerugikan moraljmasyarakat. 

 

2. METODE 

 

PenelitianNHukum EmpirisNadalah suatuNmetode penelitianNhukum yang 

menggunakanNfakta-fakta empirisJyang diambilJdari perilakuJmanusia, baik 

perilakuJverbal yangJdidapat dariJwawancara maupunNperilaku nyataNyang 

dilakukan melaluiJpengamatan langsung.JPenelitian empirisJjuga digunakan 

untukJmengamati hasilJdari perilakuJmanusia yangJberupa peninggalanJfisik 

maupunJarsip.10 

Dalam PenelitianJini, sifatJpenelitian yangjakan dilakukanjpenulis adalah 

penelitian deskriptif.jMenurut Sukmadinata,jpenelitian deskriptifnadalah suatu 

bentuknpenelitian yangnditujukan untuknmendeskripsikan fenomena-fenomena 

yangjada, baikjfenomenajalamiah maupunjfenomena buatan manusia. fenomena 

 

 

8 Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT Eresco, 

hal. 129 
9 Marcy Malando, Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepakbola Via Internet, Jurnal 

Ilmu Hukum Vol 7 No. 14, (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2011), hal. 96. 
10 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Pelajar, Hal.280 
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itujbisa berupajbentuk, aktivitas,jkarakteristik, perubahan,jhubungan, kesamaan, 

danjperbedaan antarajfenomena yangjsatu denganjfenomena lainnya.11 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Khususnya di Wilayah 

Wonogiri 

DalamNPasal 303NAyat (3)JKitab Undang-UndangNHukum Pidana 

(KUHP)Jbahwa yangJdisebut permainanJjudi, adalahJtiap-tiapJpermainan, 

dimanaJpada umumnyaJkemungkinan mendapatJuntung tergantungNpada 

peruntungan belaka,Jjuga karenaJpemainnya lebihJterlatih atauJlebih mahir. 

DisituJtermasuk segalaNpertaruhan tentangNkeputusan perlombaanNatau 

permainanNlain-lainnya, yangNtidak diadakanNantara merekaNyang turut 

berlombaJatau bermain,Jdemikian jugaJsegala pertaruhanJlainnya.12 

DalamJKitab Undang-UndangjHukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 

(3) YangJdisebut permainanjjudi adalahjtiap-tiap permainan,jdi manajpada 

umumnya kemungkinanJmendapat untungJbergantung padaJperuntungan 

belaka, jugaJkarena pemainnyaJlebih terlatihJatau lebihNmahir. DiNsitu 

termasuk segalaJpertaruhan tentangJkeputusan perlombaanJatau permainan 

lain-lainnyaJyang tidakJdiadakan antaraJmereka yangJturut berlombaJatau 

bermain, demikianJjuga segalaJpertaruhan lainnya.13jDari definisijPasal 303 

ayat (3) tersebutjdapat diambiljunsur-unsur darijperjudian antarajlain: 

1) PermainanNN 

2) Untung-untunganN 

3) PemainJlebihJmahir 

4) SegalaJpertaruhan 
 

 

11 Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/ , Minggu, 

29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB. 
12 Eko Hadi Ramadhan, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Bola Pada Anak Dibawah 

Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Dompu), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Univesitas 

Islam Malang, Hal 54 
13 Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/
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5) Keputusanjpermainan yangJtidak diadakanJdiantara merekaJyang turut 

bermain.J 

Dalamjperjudian tentujsaja ada berbagaijfaktor-faktor yang mendukung 

terjadinyaJsuatu perjudianJdi masyarakat.NMenurut Papu JohanesNada 

beberapa faktorjpenyebab judijmarak dijkalangan masyarakat, diantaranya:14 

1) Faktor Sosial & Ekonomi 

BagiJmahasiswa denganJkantong yangJpas-pasan, kadangJmereka 

berfikir bagaimanaJcara memenuhiJkebutuhan hidupJmereka, mereka 

berfikir,Jdengan modalJyang sangatJkecil merekaJakan mendapatkan 

keuntunganJyang sebesar-besarnyaJatau mendapatkanJuang yangJlebih 

dalam sekejapJtanpa usahaNyang besar.NSelain ituNkondisi sosial 

masyarakatNyang menerimaMperilaku berjudiNjuga berperanNbesar 

terhadapJtumbuhnyaJperilakuJtersebutJdalamJkomunitas. 

2) Faktor Situasional 

SituasiJyang bisaJdikategorikan sebagaiJpemicu perilakuJberjudi, 

diantaranyaJIadalah tekananNdari teman-temanNatau kelompokNatau 

lingkungan untukJberpartisipasi dalamJperjudian danJmetode-metode 

pemasaranJyang dilakukanJoleh pengelolaJperjudian. TekananJkelompok 

membuatJsang calonJpenjudi merasaJtidak enakJjika tidakJmenuruti apa 

yangJdiinginkan olehNkelompoknya. SituasiNyang bisaNdikategorikan 

sebagaiJpemicu perilakuJberjudi, diantaranyaJadalah tekananjdari teman- 

teman sejawatNatau kelompokNatau lingkunganNuntuk berpartisipasi 

dalam perjudianJdanJmetode-metodeJpemasaranJyangJdilakukan. 

3) Faktor Keinginan untuk mencoba 

Keinginanjyang munculjdalam dirijseseorang datangjkarena adanya 

sesuatujyang membuatnyajtertarik danjkemudian mempengaruhi pola pikir 

untukjmelakukan apajyang iajinginkan ataujpaling tidakjsekedar tahujdan 

mencoba.j Faktor keinginanj untuk mencobaj memiliki efekj yang besar 

 

 

 

14 Johanes Papu, 2002, Sejarah Dan Jenis Perjudian, Dalam Nuraga Sugiyarto Putra, Judi Sepak 

Bola Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017, 

Hal 4-5. 
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terhadapJperilaku berjudi,Jterutama menyangkutJkeinginan untukJterus 

berjudi. 

4) Faktor persepsi tentang peluang kemenangan 

PersepsiJyang dimaksudkanJdisini adalahJpersepsi pelakuJdalam 

membuat evaluasiNterhadap peluangJmenang yangJakan diperolehnya 

jikaNia melakukanJperjudian. ParaJpenjudi yangJsulit meninggalkan 

perjudianNbiasanya cenderungNmemiliki persepsiJyang keliruJtentang 

kemungkinanJuntuk menang.JFaktor persepsiJterhadap keterampilan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bagas Shobirin anggota satuan 

Reskrim Polres Wonogiri menjelaskan bahwa Perilaku perjudian online 

merupakan bentuk perilaku kejahatan yang disebabkan oleh faktor sosial 

budaya melalui proses belajar seperti yang dikemukakan Sutherland dalam 

teori Differential Association. Perjudian online dikatakan perilaku kejahatan 

karena melanggar Undang-Undang yang berlaku di suatu wilayahJ(negara 

republikMIndonesia) terutamaNUndang-UndangNno 11Ntahun 2008Ndan 

Undang-UndangJNomor 19JtahunJ2016. 

Perjudian online dikatakan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya 

karena faktanya perilaku perjudian sudah ada sejak jaman dahulu. Seiring 

dengan perkembangan manusia maka bentuk perjudian ikut berkembang 

sesuai dengan perkembangan jaman. Dikatakan melalui proses belajar karena 

perjudian online melibatkan teknologi yang harus dikuasai melalui belajar 

sehingga tidak setiap orang mampu melakukan perjudian online apabila tidak 

didukung oleh sarana dan prasarana serta proses belajar teknologi yang 

digunakan. 

Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian 

online. Faktor utamanya adalah kondisi social yang mendukung terjadinya 

perjudian online baikjsecara langsungjmaupun tidakjlangsung. Untukjitu perlu 

dilakukanjupayajpencegahan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi 

yang dapat menimbulkan tindakan criminal, terutama perjudian online. 

Upaya penanggulangan yang sifatnya preventif terhadap tindakan pidana 

perjudian online meliputi beberapa aspek yaitu: 

1) Faktor Hukum (Undang-Undang) 
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Menurut Bagas Shobirin menjelaskan, judi online merupakan 

pelanggaran terhadap Pasal 303 KHUP ayat (3) danjUU Noj11 tahunj2008 

Pasal 27jayat (2),jdimana pelakunya dapatjdikenakan hukumanj10 tahun 

penjarajatau dendaj25 juta menurut UUjNo 11JtahunJ2008. 

Dalam PasalJ303JKUHP. Ayat (3) Pasal 303 KUHP menyebutkan 

yangNdimaksud denganJpermainan judiJadalah setiapJpermainan yang 

padaJJumumnya menggantungkanjkemungkinan diperolehnyajkeuntungan 

itu padaJfaktor kebetulan,Jjuga apabilaJkesempatan ituJmenjadi lebih 

besarJdengan keterlatihanJyang lebih tinggiJatau denganJketangkasan 

yangJlebih tinggiJdariJpemainnya. 

TermasukNke dalamNpengertian permainanNjudi adalahNjuga 

pertaruhanJatau hasilJpertandingan atauJpermainan-permainan yangJlain, 

yang tidakJ diadakan antaraN mereka yangJ turut sertaJ sendiri di 

dalamNpermainan itu,Ndemikian pulaNsetiap pertarohanNyang lain.NUU 

No 11Jtahun 2008JPasal 27 ayatJ(2) menyebutkanJsetiap orangJdengan 

sengaja danNtanpa hakNmendistribusikan dan/atauNmentransmisikan 

dan/atauNmembuat dapatNdiaksesnya InformasiMElektronik dan/atau 

DokumenJElektronik yangJmemiliki muatanJperjudian. 

2) Faktor Penegak Hukum (Pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum) 

Berdasarkan perangkat hukum (Undang-Undang) yang ada maka 

pencegahan perjudian online yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicurigai 

menyebarluaskan situs-situs judi online. Pada kasus ini, kepolisian bekerja 

sama dengan pemberi layanan jasa internet maupun dengan kemeninfo 

untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicurigai 

mengandung unsur perjudian. Pemblokiran situs judi online melibatkan 

ISP (Internet Service Provider) atau penyedia jasa internet karena judi 

online lebih banyak dilakukan menggunakan smartphonejsehingga dapat 

diaksesjdimana sajajdan kapanjsaja. 

DalamWupaya mencegahWterjadinya kegiatankegiatanWyang 

berhubunganJ dengan permainanJ judi secara online Unit Cyber Crime 
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berkoordinasiJdengan KementrianJKomunikasi danNInformatika untuk 

memblokirJwebsite yangJterindikasi melakukanJkegiatan permainanJjudi 

secara online,Jjika benar terbuktiJadanya kegiatanJpermainan judiJonline 

dalam suatuJwebsite UnitNCyber CrimeNakan langsungJberkoordinasi 

dengan KementrianNKomunikasi danNInformatika terkaitNpemblokiran 

situs websiteJtersebut gunaJmencegah adanyaJseseorang yangJbermain 

judi onlineJkarena judiJcepat atau lambatJakan merugikanJorang yang 

bermain diJdalamnya. 

3) FaktorjSarana ataujFasilitas yangjMendukung PenegakjHukum 

SaranaJprasarana merupakan seperangkat fasilitasJyang digunakan 

oleh penegakJhukum untuk dapatjmelaksanakan tugasnya denganjsebaik- 

baiknyajsesuai denganjperUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat 

menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti 

moda transportasi dan anggaran operasional. Fasilitas moda transportasi 

seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi 

perjudian online dan sebagainya. Fasilitas anggaran digunakan untuk 

menjalankan operasional pencegahan dan penindakan seperti pembelian 

logistic (bahan bakar, perangkat teknologi dan sebagainya). 

4) Faktor Masyarakat (Lingkungan dimana Hukum Berlaku atau Diterapkan) 

Perilaku criminal judi online adalah melibatkan masyarakat yaitu 

dengan melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya. Sosialisasi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan media social 

baik elektronik maupun cetak. Selain itu, polisi juga berperan aktif dalam 

menyebarkan atau mensosialisasikan larangan melakukan akses terhadap 

situs-situs yang memuat konten perjudian dengan menyertakan kalimat 

larangan dan sanksi bagi yang melanggar. 

5) Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan terkait denganNkebiasaan yangNdilakukan 

masyarakat setempat. Terkait dengan perjudian online, maka yang 

termasuk dalam lingkup budaya adalah penggunaan internet baik melalui 

warung internet (warnet) maupun smartphone. Langkah pencegahan yang 

dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan 
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internetadalah denganJmelakukan raziaJwarung internetJsecara berkala 

dan tidakNterpusat padaMsuatu wilayahMyang dicurigaiMsaja dan 

menertibkan provider penyedia jasa internet untuk memblokir situs-situs 

yang dicurigai mengandung unsur judi online. 

 
B. Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah 

Polres Wonogiri 

MetodeJyang digunakanJdalam menanganiJkejahatan cyber terutama 

perjudian online adalah menggunakanJmetode perundang-undangan,Jyaitu 

metode yangNdilakukan denganNmenelaah semuaNUndang-Undang dan 

regulasiJyang bersangkutJpaut denganJisu hukumJyang ditangani. 

1) Bersifat Preventif (pencegahan) 

Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap suatu kejadian, 

dalam hal ini adalah mencegah terjadinya perjudian online. Upaya 

preventif tidak menggunakan sarana pidana untuk mencegah perjudian 

online, namun memaksimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat 

untuk diajak bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan 

perjudian online. Permasalahan utama dalam upaya preventif ini adalah 

menangani lingkungan yang kondusif terhadap terjadinya 

tindakankriminal seperti perjudian online. 

UpayaJpreventif iniJdilakukan denganNtujuan untukNmencegah 

timbulnyaNsuatu kejahatanNserta menciptakanNsuasana yangNkondusif 

dalamNmasyarakat untukJmeminimalisir berkembangnyaJsuatu kejahatan 

danNmenekan angkaJkriminalitas yangJterjadi diJtengah masyarakat. 

BeberapaJupaya-upaya pencegahanJdan pengawasanJdalam melakukan 

penegakanJhukum secaraJpreventif. Pertama,Jdengan melakukanJCyber 

patrol.JCyber patrolJadalah patroliJdunia mayaJyang digunakanJuntuk 

melakukan pengawasanJterhadap kejahatanJcyber crime.JCyber patrol 

iniNmerupakan suatuNbentuk upayaJNpenegakan hukumJyang 

dilakukan unitMCyber crimeMdalam mencegahWdan mengawasi suatu 

tindakantindakanNyang bermuatanNjudi di duniaNmaya. Cyber patrol 
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dalamNmenjalankan tugasnyaNmenggunakan mediaNinternet sebagai 

fasilitasJpendukung dalamJmelakukan patroliJdi duniaJmaya, halNini 

gunaJmengawasi kegiatanJyang mencurigakan. 

2) Bersifat Kuratif (Tindakan Represif) 

Tindakan represif padaJhakikatnya merupakan bagianJdari politik 

kriminalJyang padaJhakikatnya menjadiJbagian integralJdari kebijakan 

sosialJ(social policy),Nkemudian kebijakanNini diimplementasikanNke 

dalam systemJperadilan pidanaJ(criminal justiceJsystem), menurut Muladi 

sistemNperadilan pidanaNmempunyai dimensiJfungsional ganda.JDi satu 

pihakMberfungsi sebagaiMsarana masyarakatMuntuk menahanMdan 

mengendalikan kejahatanNpada tingkatanNtertentu (crimeJcontainment 

system),Ndilain pihakNsistem peradilanNpidana jugaNberfungsi untuk 

pencegahanJsekunder (secondaryJprevention) yaitujmencoba mengurangi 

kriminalitasJdikalangan merekaJyang pernahJmelakukan tindakJpidana 

dan merekajyang bermaksudjmelakukan kejahatanjmelalui prosesjdeteksi, 

pemidanaan Ndan pelaksanaanJpidana. 

Terkait dengan perjudian online, penegakan hukum dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 303 KUHP, Pasal 

303 BIS KUHP dan UU no 11 tahun 2008. Untuk bisa menegakkan hukum 

terhadap pelaku judi online, harus terpenuhi unsur-unsur pidana 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. 

Menurut Bagas SHobirin, penegakan hukum terhadap pelaku judi 

online harus memenuhi unsur-unsur pidana, dalam hal ini adalah perjudian, 

maka dikembalikan kepada Pasal 303 KUHP. Pasal 303 KUHP mengandung 

dua unsur utama yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif 

yaitu dengan sengaja. Unsur obyektifnya yaitu barang siapa, tanpa 

mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan atau 

memberi kesempatan dan untuk bermain judi. Memperhatikan unsur-unsur 

dalam Pasal 303 KUHP tersebut, maka perlu diperhatikan apakah judi online 

telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Permainan judi online adalah 

kesengajaan, karena memang ada dan dapat diakses oleh siapa saja dimana 

saja. Unsur obyeknya, jelas semua telah terpenuhi, jadi kesimpulannya, judi 
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online telah memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 303 KHUP. 

Pembuktian judi online dapat dilakukan dengan menggunakan bukti 

transfer dan e-mail. UU no 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan 

bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, termasuk didalamnya adalah 

bukti transfer dan e-mail karena kedua hal tersebut dokumen elektronik. 

Merujuk pada UU no 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) maka dapat disimpulkan 

bahwa bukti transfer dan e-mail dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat 

pelaku judi online ke dalam ranah hukum pidana. 

PerjudianJdalam KitabJUndang-UndangJHukum PidanaJ(KUHP) diatur 

dalamNPasal 303,Jsanksi pidanaJperjudian diaturJdalam PasalJ303 ayatJ(1) 

yangJ isinya sebagaiJberikut: 

1) DiancamJdengan pidanaJpenjara palingJlama sepuluhJtahun atauJpidana 

denda palingJbanyak duaJpuluh limaJjuta rupiah,Jbarang siapaJtanpa 

mendapatJizin:15 

2) denganMsengaja menawarkanMatau memberikanMkesempatan untuk 

permainanNjudi danNmenjadikannya sebagaiNpencarian, atauNdengan 

sengaja turutNserta dalamJsuatu perusahaanJuntuk itu; 

3) denganjsengaja menawarkanjatau memberijkesempatan kepadajkhalayak 

umum untukNbermain judiNatau denganNsengaja turutNserta dalam 

perusahaanJuntuk itu,Jdengan tidakJpeduli apakahJuntuk menggunakan 

kesempatanJadanya sesuatuJsyarat atauJdipenuhinya sesuatuJtata-cara. 

4) menjadikanJturut sertaJpada permainanJjudi sebagaiJpencarian. 

 
 

DalamnPasal 303nAyat (1)Jtindak pidanaJperjudian diancamJdengan 

pidana penjaraJpaling lamaJ10 (sepuluh tahun)Jatau dendaJpaling banyak 

Rp.N25.000.000.000 (duaJpuluh limaJjuta rupiah).JMeski begtiu,Jancaman 

pidanajdalamJPasalj303KUHPjdianggapjmasihjringan,jsehingga pemerintah 

membentukJUndang-UndangJNomorJ7JTahunN1974NtentangJPenertiban 

 
 

15 Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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Perjudian.JDalam PasalJ2 Undang-UndangJNomor 7jTahun 1974jdijelaskan 

sebagaiJberikut:16 

1) Merubah ancamanJhukuman dalamJPasal 303Jayat (1)JKitab Undang- 

undangJHukum Pidana,Jdari HukumanJpenjaara selama-lamanyaNdua 

tahunNdelapan bulanJatau dendaJsebanyak-banyaknyaJsembilan puluh 

ribuNrupiah menjadiJhukuman penjaraJselama-lamanya sepuluhNtahun 

atau dendaJsebanyak-banyaknyaJdua puluhJlima jutaJrupiah. 

2) MerubahJancaman hukumanJdalam PasalJ542 ayatJ(1) KitabJUndang- 

undang HukumJPidana, dariJhukuman kurunganJselama-lamanya satu 

bulanJatau dendaJsebanyak-banyaknya empatJribu limaNratus rupiah, 

menjadiNhukuman penjaraNselama-lamanya empatNtahun atauNdenda 

sebanyak-banyaknyaJsepuluh jutaJrupiah. 

3) MerubahJancaman hukumanJdalam PasalJ542 ayatJ(2) KitabJUndang- 

undang HukumJPidana, dariJhukuman kurunganJselama-lamanyaJtiga 

bulan atauNdenda sebanyak-banyaknyaNtujuh ribuNlima ratusNrupiah 

menjadi hukumanNpenjara selama-lamanyaNenam tahunNatau denda 

sebanyak- banyaknyaJlima belasJjuta rupiah. 

4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. 

DalamJPasal 2Jayat (1)JUndang-Undang PenertibanJPerjudian tersebut 

merubahJancaman pidanaJtindak perjudian,Jdari awalJmula palingJlama 10 

(sepuluhJtahun) penjaraJatau dendaJpaling banyakJRp. 25.000.000.000j(dua 

puluh limaJjuta rupiah)Jmenjadi pidanaJpidana palingJlama 28J(dua puluh 

delapa)Jtahun penjaraNatau dendaNpaling banyakNRp. 90.000.000.000 

(sembilanJpuluh jutaJrupiah). 

Selain dalam KitabNUndang-Undang HukumNPidana (KUHP)Ndan 

Undang-UndangjPenertiban Perjudian,jPerjudian jugajdiatur dalamjUndang- 

UndangjNomor 11jTahun 2008jtentang Informasijdan TransaksijElektronik 

(UU ITE).jDalam Pasalj27 ayat (2)nBab perbuatannyang dilarangnUndang- 

UndangjNomor 11jTahun 2008jtentang Informasijdan TransaksijElektronik 

dijelaskanj “Setiap Orangj dengan sengajaj dan tanpaj hak mendistribusikan 

 
 

16 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
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dan/ataujmentransmisikanJ dan/atau membuatJ dapat diaksesnyaj Informasi 

Elektronik dan/ataujDokumen Elektronikjyang memilikijmuatan perjudian”17 

Dalam Pasal 45j ayat (1)j Undang-Undang Nomorj 11 Tahunj 2008 

tentang Informasij dan Transaksij Elektronik (ITE)j dijelaskan tentang 

ketentuanjpidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 27jayat (1),jayat (2), 

ayat (3), atau ayat (4) yang ketentuan ancaman pidananya sebagai berikut:18 

Pasalj 45 ayat (1),j Setiap Orangj yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksudjdalam Pasalj27 ayat (1),jayat (2),jayat (3),jatau ayat (4)jdipidana 

dengan pidanajpenjara palingjlama 6j(enam) tahunjdan/atau dendajpaling 

banyakjRp1.000.000.000,00 (satujmiliarJrupiah). 

Dalam PasalJ45 ayat (1)Jdijelaskan bagi siapa saja yang terbukti 

memenuhi unsur Pasal 27Jayat (1),Jayat (2),Jayat (3),Jatau ayatJ(4) dipidana 

denganJpidana penjaraJpaling lamaJ6 (enam)Jtahun dan/atauJdenda paling 

banyakJRp1.000.000.000,00 (satuJmiliarJrupiah). 

Unsur-Unsur dari PasalJ45 ayat (1)JUndang-Undang NomorJ11 

Tahun 2008Jtentang InformasiJdan TransaksiJElektronik antaraJlain:19 

1) SetiapJorang; 

2) YangJmemenuhi unsurJsebagai dimaksudJdalam PasalJ27 ayatJ(1), ayat 

(2),Jayat (3),Jatau ayatJ(4); 

3) DipidanaJdengan pidanaJpenjara palingJlama 6J(enam) tahunJdan/atau 

denda palingJbanyak Rp 1.000.000.000,00J(satu miliarJrupiah). 

Unsur-Unsur dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008Jtentang Informasi danJTransaksi ElektronikJantara lain: 

1) SetiapJOrang; 

2) DenganJsengaja danJtanpa hak; 

3) MendistribusikanJdan/atau mentransmisikanJdan/atauJmembuat; 
 

 

 

 

17 Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
18 Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
19 Ruslan Renggong, 2016, Hukum Piadan Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, 

Jakarta : Kencana. Hal 274 
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4) DapatJ diaksesnya InformasiJ Elektronik  dan/ataujDokumen  Elektronik 

yangJmemiliki muatanJperjudian. 

 

4. PENUTUP 

1. KesimpulanN 

DariJ hasilj penelitianJ yangj telahJ dikemukakanj diJ atas, makaj penulis 

dapatJmenarikJkesimpulan sebagaiJberikut: 

Pertama, dalam perjudian online maupun offline dipengaruhiJoleh 

faktor-faktorJantaraJlain: 

a) FaktorJSosial danJEkonomi 

b) FaktorJSituasional 

c) FaktorJKeinginan untukJmencoba 

d) FaktorJPersepsi tentangJpeluangJkemenangan 

AkanJtetapi, beberapaJfaktor tersebutJdidukung olehJberbagai factorJtidak 

terduga lainJyang justruJyang sangatJmendukung terjadinyaJsuatu perjudian 

onlineNdi masyarakat,Nseperti factorNbudaya, faktorNpenegak hukum,Jdan 

faktor-faktorJlainnya 

Kedua,NPenegakkanMperjudianMadaMpadaJtanganNpihakJberwajib, 

meskipunMbanyakNfaktorMdapatNmendukungMupaya-upayaJpenegakkan 

perjudianJdikalanganJmasyarakat.JPerjudianJOnlineJsejatinyaJdiaturJdalam 

PasalN27JUndang-UndangNNomor 11JTahun 2008Jtentang InformasiJdan 

TransaksiJElektronikJyangJketentuan pidananyaJdiatur dalamNPasal 45 

Undang-UndangJNomor 11NTahun 2008Jtentang InformasiJdan Transaksi 

ElektornikJjo Undang-UndangJNomor 19JTahun 2016Jtentang Perubahan 

Undang-UndangJNomor 11JTahun 2008Jtentang InformasiJdan Transaksi 

Elektronik.JNamun, selainJperjudian online,Jdalam Undang-UndangJITE 

(UU  NomorJ11 TahunN2008 yangJtelah dirubahJdengan UUJNomor 19 

TahunJ2016)  mengaturJjuga tentangJsiapa sajaNyang memberikanNakses 

atauNmemperdagangkan atauNyang lainnyaMyang memuatMPerjudian 

sebagaimanaJdiatur dalamJPasal 27JUU ITEJdapat dikenaiJpidana pula. 

Ketiga, Dampak yangNditimbulkan olehMperjudian onlineMyang 

dilakukan olehJmasyarakat antaraJlain: 
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a) Kesehatan 

b) Ekonomi 

c) Sosial masyarakat 

d) Kepribadian pemain judi 

UpayaJpencegahan yangJdapat dilakukanJuntuk mencegahJterjadinya 

perjudian onlineJbaik judiJsepakbola maupunJbukan yangJdilakukan oleh 

masyarakatJdapat dilakukanJdengan caraNKerjasama antaraNmasyarakat, 

penegakJhukum, kampusJdan orangJtua dalamJmelakukan upayaJpreventif 

gunaJmengurangi masyarakatJyang seringJbermain perjudian,Jmelakukan 

Razia keJwarung internetJ(warnet) danJjuga memberikanJedukasi-edukasi 

baikWmelaluiNiklan maupunWsosialisasi dapatMmembantu mencegah 

terjadinyaNperjudianNdikalanganNmasyarakat. 

 

2. SaranNN 

Berdasarkanj hasil analisisj dan kesimpulanj yangj telah dibuatj maka 

penulis inginjmemberikan saranjberhubungan denganjpenelitian.jSaran-saran 

tersebut sebagaijberikut: 

Pertama, Bagi masyarakat untuk senantiasa meningkatkan 

kewaspadaanNterhadap lingkunganNsekitar tentangNadanya tindakan 

perjudianNbaik onlineJmaupun offline,Jmeningkatkan koordinasiJdengan 

instansi penegakJhukum dalamJupaya penindakanNpenyalahgunaan obat-

obatanJserta peningkatanJedukasi tentangJbahayaJtindakan perjudianJbaik 

onlineN maupun  Noffline. 

Kedua, Bagi Penegak Hukum untuk meningkatkan kinerja untuk 

melakukan upaya represif dan upaya prefentif guna mengurangi terjadinya 

perjudian online yang marak dimasyarakat, selain itu peningkatan sarana 

prasarana dan faktor-faktor pendukung lain tidak kalah penting. 

Ketiga, Bagi pembuat undang-undang untuk menciptakan hukum yang 

lebih ketat, sehingga tidak memberikan ruang terhadap terjadinya perjudian 

online, sehingga dapat dilakukannya penegakan secara represif dan perjudian 

online tidak marak. 
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